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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel
di Kota Bandung. Latar belakang penelitian yaitu adanya penolakan terhadap kebijakan Trans Metro Bandung
sebagai perwujudan transportasi massal. Penolakan ini memberikan gambaran proses perencanaan yang belum
melibatkan masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung sedang merencanakan Monorel untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan transportasi massal sebagai upaya menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada di
Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat
dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Dengan pemilihan rancangan
deskriptif kualitatif, maka penulis melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi
sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam

proses wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memberikan akses informasi
perencanaan melalui sosialisasi dalam rapat laporan perencanaan, konsultasi publik, sosialisasi media massa,

situs resmi, dan media sosial.Forum-forum pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat laporan perencanaan
namun akses untuk ini masih terbatas. Kesempatan untuk mengajukan setiap issue perencanaan
terutama dilakukan melalui media massa dan media sosial. Kesempatan untuk mengajukan

setiap gugatan dilakukan melalui media massa dan media sosial. Sedangkan pertimbangan untuk gugatan-
gugatan dilakukan Pemerintah Kota Bandung terutama melalui penyelesaian administratif dan pembentukan

badan konsorsium.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Transportasi Massal
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ABSTRACT

This study examines the public participation in the planning Trans Metro Bandung and Monorail in the
city of Bandung. Background research that there was refusal of the policy of Trans Metro Bandung as the
embodiment of mass transportation. This refusal illustrate the planning process has not involved the community.
On the other hand, Bandung City Government is planning a Monorail to meet the needs of mass transportation

services in an effort to solve the problems of transportation in the city of Bandung.

The method used in this research is qualitative method with descriptive approach. The research seeks
to describe or depict in detail or depth of community participation in planning Bandung Trans Metro and
monorail in the city of Bandung. With the selection of descriptive qualitative design, the authors approach the
object of research by digging information in accordance with the perception of the author and informants, and

can develop in accordance with the interaction that occurs in the interview process.

The results showed that the Government of Bandung has provided access to information dissemination
in the meeting planning through planning report, a public consultation, dissemination of mass media, the official
website, and media-forum sosial.Forum decisions made in meetings planning report but access to it is limited.
The opportunity to ask every issue of planning is mainly done through the mass media and social media. The
opportunity to ask any claim made through the mass media and social media. While consideration for lawsuits
by the Government of Bandung mainly through administrative settlement and the formation of a consortium of

agencies.

Keyword: Public Participation, Planning, Mass Transportation

Pendahuluan

Pelayanan sektor transportasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses
pemerintahan dalam rangka pembangunan wilayah perkotaan Indonesia. Saat ini, kota-kota
besar di Indonesia mengalami permasalahan transportasi, salah satunya adalah kemacetan
yang semakin parah. Dengan kondisi kota-kota yang macet maka berimbas pada pelayanan
sektor lainnya yang ikut terganggu karena terhambatnya mobilitas seluruh penduduk dalam

melakukan kegiatan mereka.

Kondisi transportrasi saat ini merupakan hasil perencanaan pembangunan masa lalu.

Sebelumnya, pendekatan perencanaan terpusat (state centered planning), dengan

|
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA VOL. 1 NO. 2, Desember 2016 85



e-1ISSN : 2528 - 2069

menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek pembangunan, mendominasi pola-pola

perencanaan kota-kota besar di Indonesia.

Di Kota Bandung pembangunan transportasi berkelanjutan semakin dibutuhkan karena
Kota Bandung memiliki fungsi strategis sebagai kota yang melayani kegiatan skala
internasional dan nasional. Namun saat ini memberikan gambaran buruknya pelayanan sektor
transportasi di Kota Bandung karena jumlah kendaraan semakin bertambah sementara

kapasitas jalan tidak mampun mengatasi jumlah kendaraan.

Pengembangan transportasi massal merupakan kebijakan yang dipilih Pemerintah
Kota Bandung untuk mengurangi kemacetan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan
sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi massal, Kota Bandung
mengimplementasikan kebijakan sistem transportasi Trans Metro Bandung (TMB). Namun,
dalam implementasinya kebijakan TMB banyak terdapat kelemahan. Permasalahan yang
timbul dalam implementasi adalah penolakan dari stakeholders terutama dari pengusaha
angkutan perkotaan. Hal ini menyebabkan operasional TMB yang memakan waktu cukup
lama dari perencanaan operasionalisasinya. Selain itu, ketika TMB telah dioperasikan kondisi
sarana dan prasarana transportasi sudah dalam kondisi pelayanan yang tidak maksimal, seperti

shelter dan armada bus yang sudah rusak.

Kebijakan pengembangan infrastruktur Monorel menjadi alternatif selanjutnya dalam
menyediakan pelayanan transportasi massal di Kota Bandung.Namun, berdasarkan
penelusuran berbagai sumber, berita mengenai Monorel di media massa hanya di dominasi
oleh perkembangan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota
Bandung. Akses masyarakat terhadap informasi-informasi penting terkait perencanaan
Monorel masih sangat terbatas.Penelusuran berita media massa pun, tidak memberikan
informasi tentang kegiatan forum-forum diskusi terbuka yang digagas Pemerintah Kota

Bandung untuk menjaring opini masyarakat terkait kebijakan monorel.

Salah satu syarat dalam mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan, maka
dalam perencaanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemerintah di dorong untuk melibatkan
partisipasi masyarakat. Raad dan Barter (2000:2-4) menyebutkan sistem transportasi
dikembangkan untuk melayani kebutuhan masyarakat karena itu masyarakat harus diberikan
porsi yang cukup untuk ikut menentukan moda transportasi yang digunakan serta terlibat

dalam proses pengadaannya.
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Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti
terdahulu dengan fokus kajian yang berbeda, diantaranya penelitian yang dilakukan Wibowo
(2009); Alfrianda (2010); Sumiyarsono (2010); Prayitno (2008); dan Rahman (2010).
Penelitian-penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam berbagai
proses pemerintahan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi gambaran bagi penulis dalam
mendalami dan memahami teori-teori yang telah ada, sekaligus menjadi acuan untuk

memperjelas posisi penelitian yang ditulis ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung.
Deskripsi dan analisis mengenai partisipasi masyarakat dilakukan terhadap akses informasi,
akses terhadap forum pengambilan keputusan, kesempatan untuk membuka setiap issue ke
dalam diskusi, kesempatan untuk mengajukan gugatan, dan pertimbangan yang diberikan

terhadap gugatan-gugatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Creswell (2012:4)
menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang, dianggap berasal dari
masalah sosial atau kemanusiaan.Menurut Nazir (1983:20), penelitian deskriptif adalah studi
untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat
dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu
keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas.Melalui metode penelitian
kualitatif-deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara
terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan Trans Metro Bandung

dan Monorel di Kota Bandung.

Sesuai dengan relevansi informan dan kebutuhan data, target informan kunci
sebelumnya adalah masing-masing kepala satuan kerja dan perangkat daerah Kota Bandung,
terutama Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung untuk
kategori pemerintah. Berdasarkan perkembangan penelitian di lapangan, wawancara
didelegasikan kepada masing-masing staf yang lebih mengetahui proses perencanaan. Staf-
staf ini secara intensif mengikuti setiap tahapan proses perencanaan karena penugasan yang

diberikan untuk mengikuti setiap forum-forum diskusi yang dilakukan dalam rangka
I ———————
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perencanaan TMB dan Monorel. Untuk kategori non-pemerintah, informan penelitian ini juga
merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam perencanaan
TMB dan Monorel. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam

penelitian ini:

1. Seno Wibowo
Seno Wibowo adalah staf Unit Pelaksana Teknis Trans Metro Bandung (UPT TMB)
Dinas Perhubungan Kota Bandung. Seno Wibowo merupakan staf yang selalu
ditunjuk untuk mengikuti berbagai forum diskusi pembahasan TMB mengingat
keterbatasan kesehatan Kepala UPT TMB (Yadi Haryadi).

2. Apip Syakur Apipi
Apip Syakur Apipi adalah staf UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. UPT
Parkir Kota Bandung merupakan instansi yang ditunjuk untuk mengelola perencanaan
Monorel karena Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memiliki unit pelaksana
yang secara khusus mengurus hal ini. Apip Syakur Apipi ditugaskan sebagai Ketua
Panitia Pengadaan Jasa Perencanaan Prastudi Kelayakan Monorel Koridor 1 Kota
Bandung. Apip Syakur Apipi merupakan petugas teknis yang mendampingi konsultan
perencana dalam melakukan penyusunan studi perencanaan ini sehingga sangat
mengetahui setiap tahapan perencanaan monorel Kota Bandung.

3. Andriya Madriya Putra
Andriya Madriya Putra adalah staf Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Andriya Madriya Putra ditugaskan
untuk mendampingi setiap kegiatan yang terkait perencanaan fisik dan tata ruang di
Kota Bandung. Dalam forum-forum terkait transportasi massal, baik TMB maupun
Monorel, Andriya selalu menjadi anggota delegasi yang dikirimkan BAPPEDA untuk
mensinergiskan setiap perencanaan di sektor-sektor lainnya.

4. Leonardus Bambang Prasetyo
Leonardus Bambang Prasetyo adalah peneliti dari Yayasan Lembaga Afiliasi
Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). LAPI ITB merupakan
rekanan perencana teknis Monorel Kota Bandung, dan Leonardus Bambang Prasetyo
merupakan Asisten Ketua Tim Konsultan. Leonardus Bambang Prasetyo selalu
menjadi salah satu tim yang mempresentasikan Prastudi Kelayakan di setiap forum
diskusi (expose) Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung. Posisi Leonardus

Bambang Prasetyo dalam tim konsultan LAPI ITB adalah ahli transportasi.
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5. Henry Armijaya
Henry Armijaya adalah anggota peneliti peneliti dari Yayasan Lembaga Afiliasi
Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). Posisi Henry
Armijaya dalam tim adalah sebagai analis kebijakan dan perancang survei-survei yang
dibutuhkan untuk penyusunan Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung.
Bersama tim LAPI ITB, Henry Armijaya juga selalu menjadi pembicara dalam setiap
forum diskusi pemaparan Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung.

6. Ivan Nurmufidin
Ivan Nurmufidin adalah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Organda Jawa
Barat. Posisinya di DPD Organda Jawa Barat tersebut memungkinkan dirinya
memiliki pengetahuan mengenai berbagai gejolak di anggota-anggota Organda ketika
terjadi  penolakan akibat kebijakan-kebijakan transportasi Pemerintah Kota
Bandung.Terkait TMB dan Monorel, lvan Nurmufidin selalu mengikuti forum-forum

diskusi yang diselenggarakan dalam pembahasan perencanaannya.
Hasil dan Pembahasan

Dalam perencanaan TMB maupun Monorel di Kota Bandung, Pemerintah Kota
Bandung menyatakan bahwa informasi mengenai proyek-proyek ini telah diberikan kepada
masyarakat melalui sosialisasi, terutama kepada organisasi-organisasi pengusaha angkutan.
Sosialisasi juga dilakukan dalam rapat-rapat expose dokumen perencanaan dalam
memaparkan perkembangan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama rekanan
konsultan perencanaan.Dalam perencanaan Monorel, informasi juga diberikan melalui
mekanisme konsultasi publik yang harus dilakukan karena skema Kerjasama Pemerintah

Swasta yang akan diimplementasikan.

Sosialisasi biasanya dilakukan ketika perencanaan proyek memasuki tahap yang sudah
matang. Diskusi-diskusi ataupun sosialisasi rencana jangka panjang terkait TMB maupun
monorel tidak dimulai dari hal-hal yang lebih mendasar. Pemerintah Kota Bandung masih
memiliki paradigma “pemegang kekuasaan” sehingga forum diskusi lebih ditujukan untuk
memberikan informasi bahwa proyek akan dilaksanakan dan para stakeholders lainnya hanya

menerima setiap keputusan yang diambil pemerintah.

Akses informasi juga diberikan melalui rilis situs resmi Pemerintah Kota Bandung,
media massa, media sosial, dan brosur-brosur. Akses informasi terkait Trans Metro Bandung

masih terbatas. Situs resmi yang memberikan akses informasi mengenai Monorel adalah
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www.Irt.bandung.go.id. Sedangkan akun media sosial yang banyak memberikan akses

informasi adalah aku Walikota Bandung (@ridwankamil).

Forum pengambilan keputusan dalam perencanaan Koridor 1 Trans Metro Bandung
dilakukan melalui rapat pelaporan dokumen perencanaan dengan Pemerintah Kota Bandung
sebagai pengambil keputusan utama tanpa melibatkan stakeholders lain. Dalam
pengembangan koridor pelayanan TMB selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung memberikan
akses kepada stakeholders lain melalui pembentukan konsorsium yang menjadi forum

pengambilan keputusan.

Forum pengambilan keputusan issue-issue teknis dalam perencanaan Monorel
dilakukan dalam rapat pelaporan dokumen perencanaan dan konsultasi publik yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandung. Keputusan pemilihan badan usaha yang akan menjadi pelaksana
pembangunan Monorel, Pemerintah Kota Bandung menggunakan mekanisme lelang sesuai
dengan Peraturan Menteri Bappenas No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pemerintah
Kota Bandung memberikan akses terhadap forum-forum pengambilan keputusan ini melalui

sosialisasi agenda forum dan situs resmi www:.Irt.bandung.go.id.

Kesempatan membuka setiap issue perencanaan dilakukan melalui diskusi formal dan
diskusi informal melalui situs resmi Pemerintah Kota Bandung dan akun media sosial
pemerintah Kota Bandung. Kesempatan membuka issue dalam diskusi formal pelaporan
dokumen perencanaan masih sangat terbatas karena keterbatasan jumlah peserta yang bisa
difasilitasi. Kesempatan yang cukup besar diperoleh ketika rapat Konsultasi Publik dengan
sosialisasi agenda rapat ini yang cukup terbuka. Konsultasi Publik ini dianggap
merepresentasikan keterlibatan masyarakat karena banyaknya lapisan masyarakat yang bisa

mengakses forum ini.

Kesempatan untuk membuka setiap issue melalui situs resmi Pemerintah Kota
Bandung masih belum dilakukan secara optimal. Pemerintah Kota Bandung belum melakukan
diskusi yang responsif melalui situs-situs resmi dalam menanggapi berbagai issue-issue

perencanaan TMB maupun Monorel.

Diskusi publik melalui akun media sosial terutama dilakukan melalui akun Walikota
Bandung (@ridwankamil).Interaksi yang terjadi dalam akun ini juga bisa dikategorikan
sebagai diskusi-diskui publik karena mekanisme penyampaian pesan antara masyarakat dan

Pemerintah Kota Bandung bisa terjadi secara langsung. Meskipun tidak semua pertanyaan
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direspon oleh Walikota Bandung, tetapi format inilah yang paling mendekati diskusi publik
antara masyarakat dengan pemerintahnya. Melalui media ini, issue-issue dapat dibuka
sebesar mungkin tanpa adanya formalitas dan protokol yang harus diikuti oleh masyarakat.
Intensitas diskusi-diskusi ini juga terjadi karena Walikota Bandung cukup responsif terhadap

setiap issue yang diangkat oleh masyarakat.

Pengelolaan gugatan terhadap dampak yang diperkirakan akan terjadi pada tahap
perencanaan pembangunan Monorel adalah keresahan sosial dan persepsi negatif masyarakat
terhadap dampak yang akan ditimbulkan saat pra konstruksi, konstruksi dan operasi.
Sedangkan dampak yang telah terjadi terhadap pembangunan Trans Metro Bandung adalah
keresahan sosial dan presepsi negatif terhadap dampak yang ditimbulkan saat konstruksi dan
operasi.Peneliti menemukan dua cara masyarakat dalam melakukan gugatan yaitu dengan
melalui media dan penyampaian gugatan langsung. Adapun cara menyampaikan gugatan
dengan bermedia meliputi saluran-saluran media seperti: media massa, situs internet dan
media sosial. Sedangkan gugatan langsung dilakukan melalui demonstrasi seperti yang

dilakukan pengusaha angkutan ketika menolak dioperasikannya TMB koridor 1.

Secara umum, pertimbangan selalu diberikan Pemerintah Kota Bandung terhadap
gugatan-gugatan tentang TMB maupun Monorel. Pola Pemerintahan saat ini telah
memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk melakukan gugatan tanpa
ketakutan akan adanya respon represif dari Pemerintah. Pertimbangan Pemerintah Kota
Bandung terhadap gugatan-gugatan dilakukan sesuai mekanisme pengajuan gugatan. Gugatan
pengusaha angkutan terhadap TMB diselesaikan dengan pembentukan konsorsium yang diisi
oleh para stakeholders yang terdampak oleh kebijakan TMB. Gugatan terhadap pemenang
lelang operator diselesaikan dengan mekanisme ketentuan peraturan pengadaan barang dan

jasa pemerintah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Pemerintah Kota Bandung menggunakan forum-forum sosialisasi, forum paparan laporan
perencanaan, media massa, situs resmi www.dishub.bandung.go.id, www.lrt.bandung.go.id,

dan media sosial dalam memberikan akses informasi terkait perencanaan Trans Metro
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Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Tetapi informasi yang diberikan belum lengkap dan

belum ada mekanisme umpan balik untuk permintaan informasi dari masyarakat.

Dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel, Pemerintah Kota Bandung
tidak memberikan akses yang cukup besar bagi masyarakat untuk ikut dalam forum-forum
pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi
terhadap forum-forum tersebut. Hanya pada saat Forum Konsultasi Publik Monorel,

Pemerintah Kota Bandung memberikan sosialiasi undangan kepada masyarakat secara luas.

Kesempatan untuk membuka setiap issue dalam diskusi-diskui publik terkait
perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel diwujudkan dalam bentuk diskusi formal dan
diskusi publik melalui media sosial. Dalam diskusi formal, partisipasi masyarakat yang cukup
besar dilakukan dalam Konsultasi Publik perencanaan Monorel. Masyarakat lebih memilih
menggunakan media sosial sebagai bentuk diskusi publik dalam membuka setiap issue terkait

Trans Metro Bandung dan Monorel.

Kesempatan untuk mengajukan gugatan terkait Trans Metro Bandung dan Monorel
diwujudkan melalui cara langsung dan melalui media. Gugatan dengan cara langsung
dilakukan dengan demonstrasi penolakan Trans Metro Bandung. Gugatan melalui media yaitu

dengan menggunakan situs www.lapor.go.id dan media sosial twitter dan personal blog.

Pertimbangan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan yang
diajukan terkait perencanaan TMB dan Monorel dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan
pembentukan konsorsium/forum stakeholders, penyelesaian sesuai ketentuan administratif,

dan respon normatif atas gugatan-gugatan berupa keluhan masyarakat.

Saran

Penelitian yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan
infrastruktur transportasi, perlu dilakukan lebih mendalam lagi oleh pihak-pihak yang
memiliki kompetensi untuk penguatan Ilmu Pemerintahan terutama bidang partisipasi

masyarakat dan pelayanan trasportasi.

Penelitian berkelanjutan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kajian terkait
partisipasi masyarakat dari perspektif kondisi sosial masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi

yang dipilih masyarakat dalam perencanaan pelayanan transportasi.
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Guna memaksimalkan proses pengembangan Trans Metro Bandung dan perencanaan
Monorel di Kota Bandung perlu diperbesar akses informasi kepada masyarakat melalui
optimalisasi situs dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota
Bandung perlu membuka akses lebih besar terhadap forum-forum pengambilan keputusan
melalui sosialisasi yang lebih luas dengan menggunakan situs resmi dan akun media
sosial.Pemerintah Kota Bandung perlu membuka kesempatan lebih besar bagi diskusi-diskusi
publik sehingga masyarakat dapat membuka setiap issue terkait Trans Metro Bandung dan
Monorel. Pemerintah Kota Bandung perlu membuat prosedur pengajuan dan pertimbangan

terhadap setiap gugatan terkait Trans Metro Bandung dan Monorel.
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